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Beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana dengan korban anak 
diantaranya yaitu: (a) Realitas sosial menunjukkan bahwa Anak dalam kondisi 
pisik masih lemah rawan untuk menjadi korban kekerasan pisik atau 
penganiayaan, seharusnyaanak-anak aman berada dibawah lindungan orang tua 
dan keluarga besarnya; (b) Tingkat keimanan dan ketaqwaan yang kurang; (c) 
Kurang keterbukaan antara anak, orang tua dan keluarga; (d) Kebiasaan anak 
yang kurang meperhatikan nasihat orang tua.Pasal 69A UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan Khusus bagi anak 
korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:(a) edukasi tentang kesehatan 
reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;(b) rehabilitasi sosial;(c) 
pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan(d) 
pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap pemeriksaan penyidikan, 
penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. 
 
Kata Kunci: faktor kekerasan anak, tindak pidana terhadap anak, penyelesaian 
hukum tindak pidana anak 
 
Abstract 
Some factors that cause criminal acts with child victims include: (a) Social reality 
shows that children in physical conditions are still vulnerable to becoming victims 
of physical violence or abuse, should children be safe under the protection of their 
parents and extended family, but social symptoms indicate there are still various 
forms of persecutors towards children; (b) The level of faith and devotion is 
lacking; (c) Lack of openness between children, parents and family; (d) Habits of 
children who do not pay attention to the advice of parents. Article 69A explains 
that Special Protection for children victims of sexual crime is carried out through 
efforts: (a) education about reproductive health, religious values, and moral 
values; (b) social rehabilitation; (c) psychosocial assistance during treatment until 
recovery; and d) providing protection and assistance at examination starting from 
investigation, prosecution and examination at the court session. 
 
Keywords: factors of child violence, crime against children, legal settlement of 
crime against children 
 
1. PENDAHULUAN 
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak 
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Pernyataan tersebut secara tegas 
tercatat dalam Penjelasaan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) amandemen keempat. Hal ini menunjukkan 
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bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia 
menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, 
keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari ini semua 
adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara 
Indonesia. Hukum merupakan suatu norma yang memuat aturan-aturan dan 
ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban peroragan maupun 
masyarakat. Hukum ada dengan maksud untuk menciptakan keselarasan hidup 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Hukum tidak pernah terlepas dari perbuatan kejahatan. Membicarakan 
perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang 
ditimbulkannya di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun 
kelompok dan bersifat institusional maupun keorganisasian. Akibat-akibat yang 
ditimbulkannya ini menjadi tolok ukur suatu modus kejahatan, apakah modus 
kejahatan itu berkatagori ringan ataukah pemberatan. Ada yang berasumsi suatu 
kejahatan itu tidak tergolong serius, meresahkan dan merugikan, namun ada pula 
yang menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi itu benar-benar mangakibatkan 
penderitaan luar biasa. 
Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan 
kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, 
perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar 
atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau 
perampasan hak (Anwar, 2004). 
Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut SueTitus Reid 
sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah: Suatu aksi atau 
perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsurunsur yang 
ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan 
melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani 
tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan 
sebagai tindak kekerasan (Santoso dan Zulfa, 2003). 
Diantara manusia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah 
kaum anak. Hal ini sering tejadi karena kaum anak dianggap lemah, selain itu 
3 
 
anak sering kali dianggap sebagai hak milik atau aset oleh ayah/keluarganya 
sehingga lebih mudah untuk dijadikan sasaran dalam tindak kejahatan yang 
banyak terjadi di lingkungan keluarga/ lingkungan sekitar. Kekerasan terhadap 
anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Untuk menjamin dan 
melindungi hak-hak anak, PBB mengeluarkan Konvensi Hak Hak Anak yang 
telah disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomer 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. 
Melihat kenyataan tersebut maka seharusnya hukum memberikan sanksi 
yang setimpal bagi pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak tersebut sehingga 
supremasi hukum benar-benar ditegaskan dan tercipta ketertiban dalam 
masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek 
jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya di masa 
mendatang serta mencegah orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut karena 
suatu ancaman sanksi yang cukup berat. 
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
menyatakan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan baik sebagai korban 
maupun pelaku tindak pidana (Pasal 18). Bahkan untuk meminimalisir tindakan 
kekerasan terhadan anak hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak lebih 
berat dari kasus kekerasan pada orang dewasa, pada Pasal 82 disebutkan bahwa 
pelaku kekerasan terhadap anak dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  
Untuk menentukan ruang lingkup penelitian, sehingga tidak menyimpang 
dari pokok-pokok yang akan diteliti oleh penulis. Yaitu dibatasi pada lingkup 
Polres Bayat dengan penelitian terkait, demikian dapat dirumuskan pokok 
masalah sebagai berikut:(a) Apakah penyebab banyak terjadi kasus anak sebagai 
korban tindak pidana kekerasan?(b) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian untuk meminilamisir banyaknya kasus anak sebagai korban tindak 
pidana kekerasan? 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Tujuan 
objektif: (a) Untuk mengetahui penyebab terjadinya kasus anak sebagai korban 
tindak pidana kekerasan; (b) Untuk mengetahui upaya yang akan/telah dilakukan 
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oleh pihak kepolisian untuk meminimalisirkan banyaknya kasus anak sebagai 
korban tindak pidana kekerasan. (2) Tujuan subjektif: (a) Untuk melatih 
kemampuan penulis dalam melakukan penelitian tentang kasus anak sebagai 
korban tindak pidana kekerasan yang banyak terjadi di lingkungan sekitar; (b) 
Menambah wawasan bagi penulis untuk memahami lagi bagaimana kasus anak 
sebagai korban tindak pidana kekerasan tidak hanya secara teoritis melainkan 
dalam praktik di masyarakat. 
2. METODE 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu 
pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan 
meneliti data sekunder dahulu kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian 
yaitu observasi langsung terhadap salah satu korban tindak pidana kekerasan anak 
yang kasusnya ada di kepolisian sektor Bayat. Pendekatan empiris merupakan 
pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian 
dilihat sebagaimana implementasi, dalam hal ini terkait dengan 
pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan pada anak. 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan 
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek 
atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Dengan 
demikian tujuannya agar dapat memberikan data yang teliti secara sistematis dan 
menyeluruh tentang gambaran proses pertanggungjawaban tindak pidana 
kekerasan pada anak. 
Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian, Data sekunder yaitu 
data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, antara lain data angka tindak 
pidana kekerasan pada anak yang diperoleh dari kepolisian sektor Bayat, bahan-
bahan pustaka antara lain dokumen resmi, literatur dan sebagainya yang berkaitan 
dengan tindak pidana kekerasan pada anak. 
Pegumpulan data akan dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Studi 
pustaka ditunjukkan terhadap literatur dan ketentuan perundang-undangan, serta 
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peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang 
dikaji oleh penulis, mengenai pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan pada 
anak. 
Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan 
berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dari penelitian dan data sekunder. Data 
tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang 
mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang 
bersifat khusus. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Penyebab banyak terjadi kasus anak sebagai korban tindak pidana 
kekerasan 
Wawancara yang dilakukan penulis kepada Kasat Reskrim Polres Klaten 
terkait penyebab terjadinya kasus anak sebagai korban tindak pidana kekerasan 
diantaranya terdiri dari 4 (empat) faktor, yaitu: 
Pertama, keluarga yang terdiri (1) Kurangnya kasih sayang atau perhatian 
dari orang tua maupun keluarga; (2) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi 
mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperamen 
lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, dan terlalu bergantung kepada orang 
dewasa; (3) Keluarga pecah (broken home) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam 
jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah; (4) Keluarga yang belum matang secara 
psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak 
realistis, anak yang tidak diinginkan (unwanted child), anak lahir di luar nikah; (5) 
Penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua.  
Kedua, ekonomi. Pada umumnya faktor ekenomi menengah kebawah yang 
menyebabkan anak kurang tercukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat 
mendorong kepada anak untuk mencari penghasilan tambahan. Kemiskinan 
sangat potensi untuk timbulnya wabah penyakit, kurang gizi dan ketidak 
mampuan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. 
Ketiga, pergaulan.Anak pada umumnya terpengaruh dengan faktor 
pergaulan di masyarakat dan di sekolahan yang kurang baik, sehingga 
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menimbulkan kenakalan remaja. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, 
permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh 
terhadap tindakan eksploitasi. 
Keempat, agama. Kurangnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, sehingga tidak mempunyai rasa takut akan dosa apabila anak 
melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan norma agama. 
Terdapat juga data yang penulis peroleh dari wawancara yaitu mengenai 
Kasus pencabulan sebanyak 2 yang melibatkan anak gadis sebagai korban. Dalam 
kaitannya dengan Undang-undang perlindungan anak, maka yang dapat menjadi 
korban adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan, untuk tindak pidana kekerasan 
berdasarkan undang-undang ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. 
Dengan asumsi bahwa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan belum 
memahami tentang hubungan seksual, cara dan akibatnya, maka anak-anak baik 
laki-laki maupun perempuan berpeluang untuk menjadi korban kekerasan seksual. 
Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara 
khusus mengatur tentang penganiayaan terhadap anak, dengan menyatakan: 
“setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan 
atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 
(tujuh puluh dua juta rupiah)”. 
Berkaitan dengan kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak, maka 
Pasal 82 UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak menyatakan : Pasal 82 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Ayat (2) Dalam 
hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, 
Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya 
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ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 
Pasal 69A menjelaskan bahwa Perlindungan Khusus bagi anak korban 
kejahatan seksual dilakukan melalui upaya: (a) edukasi tentang kesehatan 
reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; (b) rehabilitasi sosial; (c) 
pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan (d) 
pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan 
mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang 
pengadilan. 
Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki 
keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem 
yang ada. Di Indonesia hak asasi manusia sangatlah di junjung tinggi, dimana hak 
asasi anak termasuk di dalamnya dan ditandai dengan adanya jaminan 
perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan 
(Marlina, 2009). 
Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum 
teradap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms 
of children) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan 
anak. Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran 
Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (right of child). Fakta 
mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak 
mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, 
perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya (Aryani, 2016). 
Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: (1). 
Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam 
bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; (2). Perlindungan 
anak yang bersifat non yuridis : yang meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, 
bidang kesehatan dan bidang pendidikan (Wiguno, 2013). 
Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terkandung 
pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Adapun asas-asas yang 
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dimaksud adalah sebagai berikut: (a) Asas Manfaat; (b) Asas keadilan; (c) Asas 
keseimbangan; (d) Asas Kepastian Hukum. 
Hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak telah memberikan kesempatan yang seluasluasnya terhadap seorang anak 
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental 
sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal, tapi pada kenyataanya 
aturanaturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di 
Indonesia karena melihat kenyataannya pihak kepolisian masih mengalami 
hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tersebut, yang 
membuat kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan 
psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat 
yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan 
perkembangannya (Setyowati, 2010). 
3.2. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk meminilamisir 
banyaknya kasus anak sebagai korban tindak pidana kekerasan 
Pihak Kepolisian, dalam hal ini adalah Polres Klaten dalam menanggapi kasus 
tindak pidana melibatkan anak akhir-akhir ini semakin meningkat yaitu dengan 
cara: (a) Berkomitmen menegakkan hukum dan undang-undang yang berlaku 
dengan berkoordinasi kepada Lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan anak) Kabupaten Klaten agar selalu melaksanakan 
pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai 
korban, saksi maupun tersangka. Strategi P2TP2A yakni menjalin hubungan 
kerjasama pendidikan, hukum, kesehatan dan bidang-bidang lainnya, serta 
kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat yang peduli dengan peningkatan 
kualitas hidup perempuan. P2TP2A dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. 
P2TP2A Klaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
bertanggungjawab kepada Bupati Klaten berdasarkan SK Bupati. (b) Bekerjasama 
dengan instansi lain melakukan sosialisasi terhadap anaak dan orang tua dalam 
forum penyuluhan agar anak bisa terhindar dari perbuatan  yang tidak baik serta 
orang tua dapat lebih memperhatikan anak. 
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Dalam hal penyidikan terhadap tersangka anak yang mana ancaman 
hukuman di bawah 7 tahun, penyidik Polri wajib dan harus melaksanakan proses 
diversi dengan melibatkan unsur terkait (Peksos, Bapas, Penasehat Hukum, 
P2TP2A, tokoh masyarakat serta orang tua). Untuk pelaksanaan diversi terhadap 
Anak yang Berkonflik dengan Hukum ada syarat yang harus dipenuhi. Hal ini 
diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA, yang menyebutkan bahwa diversi hanya 
dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat 
ini bersifat kumulatif atau harus terpenuhi kedua-duanya, apabila salah satu saja 
tidak terpenuhi maka diversi tidak dapat diterapkan. 
Penanggulangan kepada anak agar tidak terlibat dalam kekerasan tindak 
pidana diantaranya yaitu: Pertama, Faktor Internal yang terdiri dari; (a) 
Peningkatan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada anak, hal ini akan 
berdampak pada personal dimana memiliki rasa takut apabila melakukan 
perbuatan dosa; (b) Jalinan komunikasi antara orang tua dan anak harus berjalan 
harmonis maupun lancar. (c) Orang tua harus lebih memperhatikan anak dalam 
pergaulan dan penggunaan teknologi, khususnya internet serta media sosial 
lainnya. Kedua, Faktor Eksternal yang meliputi; (a) Kegiatan penyuluhan dari 
pihak terkait, termasuk dalamhal ini Polri dan Unit PPA tentang kenakalan remaja 
atau anak di sekolah dan lingkungan masyarakat; (b) Menghimbau kepada guru 
atau pembimbing agar lebih memperhatikan murid di sekolahan masing-masing; 
(c) Melaksanakan penyuluhan kepada orang tua dari pihak terkait tentang 
kenakalan remaja di kelompok PKK tingkat desa secara berkesinambungan; (d) 
Menghimbau kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melaksanakan 
kegiatan yang positif ti tingkat lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. 
Terkaitan dengan penerapan hukum Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak tersebut dalam hubungannya dengan penahanan 
menimbulkan diskursus tentang dapat atau tidaknya dilakukan penahanan 
terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga kuat melakukan perbuatan yang 
diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut; yaitu: kekejaman, kekerasan atau 
ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. 
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Pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan 
baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal tersebut penting mengingat 
masih rendahnya tingkat kesadaran hukum bagi sebagian korban kejahatan 
seksual (Mansur dan Gultom, 2007). 
Soerjono Soekanto berpendapat bahwa faktor-faktor penghambat 
penegakan hukum, yaitu: (a) Faktor Hukumnya Sendiri, pada faktor hukumnya, 
maksudnya dalam kaitannya mengenai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia 
yang semakin beragam bentuk serta tujuannya dan hampir dalam kehidupan 
sehari-hari masyarakat harus menaati peraturan tersebut. (b) Faktor penegak 
hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 
mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. (c) Faktor sarana dan 
fasilitas, sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 
keuangan yang cukup. (d) Faktor masyarakat. Masyarakat mempunyai pengaruh 
yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum 
berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. 
Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan 
penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum 
masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum 
yang baik. (e) Faktor kebudayaan. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari 
berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus 
mencerminkan nila-inlai yang menjadi dasar hukum adat (Soekanto, 2004). 
Upaya Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan pada pihak yang menderita 
atau mengalami kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang 
dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan juga restitusi adalah “kompensasi 
timbul berasal permintaan korban suatu tindak pidana, dan dibayar oleh 
masyarakat atau merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari masyarakat 
atau dari negara (The responsible of the society), sedangkan restitusi lebih bersifat 
pada pidana, yang timbul dari putusan pengadilan terkait perkara pidana dan 




Berdasarkan perspektif Islam adapun dalil-dalil lainnya yang menunjukkan 
bolehnya memukul anak bila diperlukan karena anak tidak taat dalam hal yang 
ma’ruf atau karena mengabaikan perintah kebaikan atau berbuat maksiat, dzalim 
secara terus menerus diantaranya adalah; 
Firman Allah Ta’ala, 
هََُليُِحبُّاْلفََسادََ  ...َوالل ّٰ
 “Dan Allah tidak menyukai kerusakan.” (QS. AL-Baqarah: 205) 
Firman Allah Ta’ala, 
اَكانُْوايَْعَملُْونََ ِطلٌمَّ َوَحبِطََماَصنَُعْوافِْيهَاَوبّٰ النَّاُرُۖ ِخَرِةاِْلَّ ى َِكالَِّذْينَلَْيَسلَهُْمفِىاْْلّٰ
 اُولّٰٰۤ
 “Itulah orang-orang yang tidak memperoleh (sesuatu) di akhirat kecuali 
neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan (di dunia) 
dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan..”(QS. Hud: 16) 
 
4. PENUTUP 
Beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana dengan korban anak 
diantaranya yaitu: (a) Realitas sosial menunjukkan bahwa Anak dalam kondisi 
pisik masih lemah rawan untuk menjadi korban kekerasan pisik atau 
penganiayaan, seharusnyaanak-anak aman berada dibawah lindungan orang tua 
dan keluarga besarnya, tapi gejala sosial menunjukkan masih adanya berbagai 
bentuk penganiayaanterhadap anak. Belum ada data yang akurat mengenai anak 
korban kekerasan atau penganiayaan, kejadiannya sering terselubung karena 
masalah ini dianggap masalah interenkeluarga yang tidak perlu diketahui oleh 
orang lain; (b) Tingkat keimanan dan ketaqwaan yang kurang; (c) Kurang 
keterbukaan antara anak, orang tua dan keluarga; (d) Kebiasaan anak yang kurang 
meperhatikan nasihat orang tua. 
Langkah hukum yang diambil oleh pihak Kepolisian Polres Klaten dalam 
menanggulangi kasus tindak pidana kekerasan dengan korban anak yaitu: a) 
Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta melakukan koordinasi 
dengan Peksos guna pendampingan terhadap anak baik sebagai korban maupun 
saksi; b) Melakukan koordinasi dengan  Bapas (Balai Pemasyarakatan) dan 
penasehat hukum untuk pendampingan terhadap tersangka anak, diantaranya:(1) 
Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan 
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pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, 
diserahkan kepada negara; (2) Mengadakan sidang Tim Pengamat 
Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti sidang tim pengamat pemasyarakatan di 
lapas atau rutan; 3) Membuat laporan dan dokumentasi secara berkala kepada 
pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan; 4) 
Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam 
penelitian kemasyarakatan. 
Bagi pihak Kepolisian, diharapkan kedepannya pihak Kepolisian dalam 
mengatasi kekerasan anak bekerja sama dengan lembaga sosial, organisasi 
masyarakat melalui RT dan RW serta orang tua akan pentingnya perlindungan 
terhadap hak-hak anak. 
Bagi orang tua, diharapkan kedepannya para orang tua mampu memberikan 
pemahaman kepada anak yang melakukan kesalahan melalui komunikasi atau 
diskusi tanpa dengan kekerasan. 
Bagi masyarakat, diharapkan kedepannya setiap elemen masyarakat 
berpartisipasi untuk meningkatkan efektifitas hukum berdasarkan pemahaman 
terhadap hukum, sehingga tercipta budaya hukum yang  baik. 
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